SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah merupakan perwujudan kemandirian fiskal
daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan, sehingga
pengaturannya perlu dilakukan secara tertib,
transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan nilai
keadilan sosial dan kepastian hukum;

b. bahwa dalam praktik pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, ditemukan adanya
ketentuan yang belum mencerminkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan belum mengakomodasi
kebutuhan daerah dalam mendukung pendapatan
daerah;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan
Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 127 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah tersebut yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
serta kebijakan fiskal nasional, sehingga perlu
disesuaikan;




Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Menetapkan

dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh  Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan barang,
jasa, dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.



10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan
oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit
satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja
perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan Daerah pada umumnya.

Dihapus.

Dihapus.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan
beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat atau kendaraan yang
dioperasikan di air yang digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan
Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
atau NJOP pengganti.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau
Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan
oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/
atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan, dijual
dan/atau diserahkan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, atau melalui pesanan
oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan
Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut
bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik
yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa  Perhotelan adalah jasa penyediaan
akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa
pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan,
dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan dan/atau pelayanan memarkirkan
kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan
Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa
penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis
tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan,
rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
di dalam peraturan perundang-undangan di
bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan  Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen
yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen
yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat
bersifat mencari keuntungan karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.



43.

44.

45.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan
kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat
SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan
fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 26 diubah, sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 26

Objek Pajak Reklame yaitu semua

penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;

Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/ slide; dan

i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet,
televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;
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c. nama pengenal usaha atau profesi yang
dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di
dalam area tempat usaha atau profesi yang
jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya
berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang nama pengenal usaha atau profesi
tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau
Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang
tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. tulisan, tanda, dan lain sebagainya yang
dipasang berkenaan dengan adanya
konferensi/kongres/ rapat/pertemuan partai
atau organisasi sosial dengan tujuan tidak
mencari keuntungan dan dalam batas waktu
tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian

objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota serta

berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang nama pengenal usaha atau profesi
tersebut.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan ditambahkan
1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 39

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen
PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38.

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan
Bermotor terdaftar.

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.



4. Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 43

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dengan tarif Opsen BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang
terutang merupakan wilayah Daerah tempat
kendaraan bermotor terdaftar.

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

5. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 65

Tarif Retribusi merupakan besaran nilai dalam
rupiah yang digunakan untuk menghitung jumlah
Retribusi yang terutang oleh Wajib Retribusi.
Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas
pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang
dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG
dengan harga satuan Retribusi PBG.
Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan
Gedung.
Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang
selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud
tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang
Rupiah dengan menggunakan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
kepentingan perpajakan.



(6)

(8)

9)

(10)

(11)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan
Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
Perizinan Tertentu.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya
terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga
Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga
Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.

Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG
hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks
dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung
Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan
Indeks Lokalitas.

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8)
diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kota
Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juli 2025
WALIKOTA DENPASAR,
ttd.
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.
IDA BAGUS ALIT WIRADANA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (2, 24/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903 2 008




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

L.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta
peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
menegaskan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah harus
dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan ekonomi.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebagai
peraturan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan tersebut,
telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 99 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil evaluasi menyatakan bahwa
terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yang
perlu disesuaikan karena tidak selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta hasil evaluasi
dari Pemerintah Pusat, guna menghindari potensi sanksi administratif
dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan pemungutan pajak dan
retribusi daerah.

Adapun materi muatan yang diubah dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
1. Penghapusan definisi terkait objek pajak yang bukan menjadi
kewenangan Pemerintah Kota;
2. Penyesuaian redaksi terkait jenis objek reklame;
3. Penambahan pengaturan mengenai wilayah pemungutan dan saat
terutangnya opsen PKB dan BBNKB;
4. Penambahan ketentuan mengenai definisi tarif retribusi; dan
Dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota
Denpasar dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip
tata kelola keuangan daerah yang baik.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2
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